Dokumen Output Kegiatan Dasar TA. 2014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sesuai Permen PU No 21/2010 Sub Bagian Tata Usaha Balai Irigasi mempunyai tugas melakukan Urusan Tata usaha keuangan.

Salah satu unsur yang sangat berperan dalam menghasilkan Laporan Keuangan yang memenuhi syarat  dan dapat dipertanggungjawabkan adalah berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pelaporan Pemerintah Pusat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut diperlukan Perencanaan Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi yang baik, maka semua hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan akan berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan . Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada DIPA Satuan Kerja Balai Irigasi di Bekasi Tahun Anggaran 2014 dialokasikan dana untuk pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah. Ketersediaan dana ini sangat besar manfaatnya dalam upaya menghasilkan laporan yang akurat dan hasil yang maksimal

Perencanaan Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan pada Satuan Kerja Balai Irigasi selanjutnya tata cara pelaksanaan diatur secara khusus dalam Peraturan menteri Keuangan.

Perencanaan Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi  pada Satuan Kerja Balai Irigasi sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan perkembangan (update) yang selalu meningkat.

Kegiatan Perencanaan Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi  merupakan bagian dari penyelengaraan fungsi Balai Irigasi yang sangat penting dan sangat mendukung dalam terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Balai Irigasi dalam mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya, khususnya pengelolaan Perencanaan Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi yang tertib, akuntabel, transparan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.
.
1.2 Tujuan

Tersusunnya laporan keuangan Satuan Kerja yang sesuai dengan kaidah atau format Sistem Akuntansi Pemerintah . Pelaksanaan Perencanaan Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi pada Satuan Kerja Balai Irigasi bertujuan untuk mewujudkan tertib keuangan dalam mendukung tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi secara maksimal pada kegiatan di Satuan Kerja Balai Irigasi.
1.3 Manfaat
1. Tersusunnya dokumen-dokumen keuangan dengan baik

2. Tersajinya informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Tersajinya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang sesuai dengan kaidah akuntansi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
4. Kesalahan dalam pelaporan keuangan dari satker ke pusat dapat diminimalisir. 

5. Pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan tepat waktu.

BAB II
KUMPULAN SASARAN MUTU

Sasaran mutu dari kegiatan Perencanaan / Implementasi  Pengelolaan Sistem Akuntansi adalah :

1. Dokumen Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan yang terdiri dari :

· Berita Acara Hasil Rekonsiliasi selama 12 bulan

· Neraca Keuangan selama 12 bulan
· Laporan Realisasi Anggaran Belanja selama 12 bulan
· Laporan Realisasi Pengembalian Belanja selama 12 bulan

· Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah selama 12 bulan

· Laporan Realisasi Pengembalian Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah selama 12 bulan
2. Dokumen Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semesteran yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebanyak 4 buku dalam 1 tahun anggaran.
BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Dari kegiatan Perencanaan / Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan kebutuhan rutin satker yang harus dilaksanakan setiap tahun anggaran, karena dari kegiatan ini dapat diperoleh manfaat yaitu :

· Tersusunnya dokumen-dokumen keuangan dengan baik

· Tersajinya informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

· Tersajinya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang sesuai dengan kaidah akuntansi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
· Kesalahan dalam pelaporan keuangan dari satker ke pusat dapat diminimalisir. 

· Pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan tepat waktu.
Pelaksanaan kegiatan Perencanaan / Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi ini tidak mengalami kendala yang berarti.
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DOKUMEN OUTPUT

KEGIATAN PERENCANAAN / IMPLEMENTASI

PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI
· Berita Acara Hasil Rekonsiliasi selama 12 bulan

· Neraca Keuangan selama 12 bulan
· Laporan Realisasi Anggaran Belanja selama 12 bulan
· Laporan Realisasi Pengembalian Belanja selama 12 bulan

· Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah selama 12 bulan

· Laporan Realisasi Pengembalian Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah selama 12 bulan
· Dokumen Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semesteran yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebanyak 4 buku dalam 1 tahun anggaran.
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